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ABSTRAK 
 
 

Dalam proses pembuktian dalam suatu perkara di pengadilan baik perdata 
maupun pidana, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui 
keabsahan dan diakui pula kekuatan hukumnya baik dalam Hukum Positif 
Indonesia maupun dalam Hukum Islam. Perkembangan zaman menjadikan 
teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat pula. 
Perkembangan teknologi ini mengajak segala aktifitas manusia untuk 
mengikutinya, termasuk aktifitas di dalam lembaga peradilan. Salah satunya 
berupa pemeriksaan terhadap saksi via video conference. Melalui teknologi ini, 
hakim bisa mendapatkan keterangan dari seorang saksi tanpa harus berada dalam 
satu majlis. Dalam pandangan Hukum Positif, cara hakim untuk mendapatkan 
keterangan via video conference ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan 
praktisi dan akademisi hukum tentang kekuatan hukumya. Kalangan yang 
mendukung mengatakan bahwa cara ini adalah sah dan kekuatan hukumnya dapat 
diakui karena hal ini merupakan suatu terobosan hukum yang sangat tepat 
diterapkan tanpa meninggalkan esensinya. Sedangkan menurut kalangan yang 
menolak, mereka berpendapat bahwa cara ini adalah tidak dapat diakui kekuatan 
hukumya karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
itu. Oleh sebab itu penyusun akan mengkaji hal ini perspektif Hukum Islam. 
Apakah cara mendapatkan keterangan saksi via video conference ini dapat diakui 
kekuatan hukumnya menurut Hukum Islam. 

Jenis penelitian ini merupakan library research atau penelitian pustaka 
yaitu penelitian yang sumber primernya adalah berupa buku dan sejenisnya. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan terhadap bahan-
bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dimaksud 
yang bersumber dari sumber primer (al-Qur’an, Hadits, undang-undang dan 
sebagainya) dan sumber sekunder (koran, internet, majalah dan lain-lain). Sifat 
penelitian ini adalah deskriptif analitif, yaitu dengan menggambarkan dan 
menganalisis secara cermat tentang kekuatan alat bukti keterangan saksi via video 
conference. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu 
pendekatan masalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Hukum Islam. 

Setelah dilakukannya penelitian, keterangan saksi yang diperoleh via video 
conference dapat diakui kekuatan hukumnya karena yang penting esensi dari 
keterangan saksi tersebut. Keterangan yang diberikan oleh saksi via video 
conference ini disebabkan karena adanya keterbatasan situasi dan kondisi yang 
tidak memungkinkan, maka Hukum Islam tidak memperberat bagi seseorang 
untuk mendapatkan keterangan dari seorang saksi. Tetapi bagi saksi yang tidak 
mempunyai keterbatasan, tetap harus memberikan keterangannya secara fisik di 
depan majlis hakim.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Bâ’ b be ب

 Tâ’ t te ت

 Sâ’ ṡ es (dengan titik diatas) ث

 Jîm j je ج

 Hâ’ ḥ ka (dengan titik di bawah) ح

 Khâ’ kh ka dan ha خ

 Dâl d de د

 Zâl ż zet (dengan titi di atas) ذ
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  Râ’ r er ر

 Zai z zet ز

 Sin S es س

 Syin sy es dan ye ش

  Sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tâ’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Zâ’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik diatas‘ ع

  Gain g ge غ

 Fâ’ f ef ف

 Qâf q qi ق

 Kâf k ka ك

 Lâm l el ل

 Mîm m em م
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 Nûn n en ن

 Wâwû w w و

 Hâ’ h h ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Yâ’ y ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 متعددة
ditulis 

Muta’addidah 

 عدة
ditulis 

‘iddah 

  

C. Ta’ marbutah diakhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 حكمة
ditulis 

Ḥikmah 

 علّة
ditulis 

‘illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya. 
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2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h.  

 كرامة الأولياء
ditulis Karāmah al-auliyā’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h 

 زكاة الفطر
ditulis Zakāh al-fiṭri 

 

D. Vokal pendek 

 َ

Fathah ditulis 

a 

 Fa’ala فعل

 ِ◌ 

Kasrah ditulis 

i  

 Żukira ذكر

 ُ◌ 

Dammah ditulis 

u  

 Yażhabu يذهب

 

E. Vokal panjang 

1 

Fathah + alif ditulis ā 

 جاهلية
ditulis 

Jāhiliyyah  
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2 

Fathah + ya’ mati ditulis 
ā 

 تنسى
ditulis 

Tansā 

3 

Kasrah + ya’ mati ditulis 
î 

 كريم
ditulis 

Karîm 

4 

Dammah + wawu mati ditulis 
ū 

 فروض
ditulis 

Furūd 

 

F. Vokal rangkap 

1 

Fathah + ya’ mati ditulis ai 

 بينكم
ditulis 

Bainakum  

2 

Fathah + wawu mati ditulis 
au 

 قول
ditulis 

Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 أأنتم
ditulis 

A’antum 

 أعدت
ditulis 

U‘iddat  

 لئن شكرتم
ditulis 

La’in syakartum 
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H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf ”l”.  

 القرأن
ditulis 

Al-Qur’an 

 القياس
ditulis 

Al-Qiyās 

2. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 السماء
ditulis 

As-Samā’ 

 الشمس
ditulis 

As-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ذوى الفروض
ditulis 

Żawî al-furūd 

 أهل السنة
ditulis 

Ahl as-sunnah 
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MOTTO 

 

 يرفع االله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واالله بما تعملون خبير

)١١(اادلة :   

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  

(al-Mujādalah: 11) 
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Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan 

taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah selalu kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan kepada 

manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Dalam menyusun skripsi ini, sangat disadari bahwa skripsi ini tidak akan 

terwujud tanpa bantuan dan dorongan dapi berbagai pihak. Oleh karena itu, 

dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penyusun mengucapkan 

terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 

2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. dan Bapak Ahmad Bahiej, SH, 

M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan kepada 

saya dengan kesabaran dan kesungguhan. 



Bapak M. Nur, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Subaidi, S.Ag.,

M.Si. selaku Selaetaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sunan Katijaga.

Bapak Drs. H. Kamsi, MA. selaku Dosen Penasehat Akademik.

Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan

Kalfiaga kfiususnya Jwusan Jinayah Siyasah.

Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah dengan ikfilas dan sabar

membimbing sejak kecil.

7. Teman-teman Jurusan Jinayah Siyasatr Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Katrjaga angkatan 2006 yang telah memberikan motivasi, doa dan

bantuannya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengadilan merupakan bagian dari lembaga yudikatif yang berperan 

penting untuk memeriksa suatu perkara hukum baik masalah perdata maupun 

pidana yang substansi dan eksistensinya diatur secara terperinci dalam 

undang-undang. 

Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk meneliti 

dan menyaring apakah suatu perkara itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti 

yang diajukan itu sah atau tidak, apakah Pasal dan kitab atau peraturan 

perundang-undangan yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan perkara 

yang telah terjadi itu.1

Pembuktian adalah  usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan 

kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu 

  

Inti dalam proses pemeriksaan di pengadilan terletak pada pembuktian 

perkara. Dari sinilah para pihak dapat diketahui apakah perkara tersebut benar 

atau tidak. Dalam proses pembuktian ini antara tergugat (perdata) atau 

terdakwa (pidana) dengan penggugat (perdata) atau penuntut umum (pidana) 

akan membuktikan kebenaran-kebenaran yang mereka anggap benar untuk 

meloloskan perkara yang didakwakan kepadanya bagi tergugat/terdakwa atau 

untuk menguatkan gugatannya/tuntutannya bagi penggugat/penuntut umum. 

                                                            
1 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. ke-3 (Jakarta: 

PN Balai Pustaka, 1980), hlm. 322. 
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perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan 

untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.2

a. Bukti tertulis, 

 

Dalam proses pembuktian tentu diperlukan alat-alat bukti, dan sudah 

barang tentu alat-alat bukti tersebut  tidaklah sembarangan. Artinya hukum 

telah mengatur dalam peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat 

digunakan dan sah dijadikan sebagai alat bukti. 

Alat-alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian dalam 

perkara perdata dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perd.) 1866 meliputi: 

b. Bukti saksi, 

c. Persangkaan, 

d. Pengakuan, 

e. Sumpah.3

Sedangkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara pidana telah dijelaskan 

pada Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

yaitu meliputi:  

  

a. Keterangan saksi, 

b. Keterangan ahli, 

c. Surat, 

d. Petunjuk, 

                                                            
2 J.C.T. Simorangkir Dkk, Kamus Hukum, cet. ke-11 (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), hlm. 

123. 
3 KUH Perd. 1866 
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e. Keterangan terdakwa.4

Sedangkan menurut hukum Islam sendiri menjelaskan bahwa alat bukti 

yang dapat digunakan dalam persidangan adalah: 

 

1. Pengakuan 

2. Sumpah 

3. Keterangan saksi 

4. Tulisan/dokumen dan sebagainya   

Dalam realitas lapangan, pembuktian dengan alat-alat bukti selain 

keterangan saksi tidaklah ada permasalahan untuk diajukan dimuka majlis 

hakim dalam sidang pengadilan. Namun seiring berkembangnya teknologi saat 

ini dalam pembuktian berupa keterangan saksi, pernah saksi dimintai 

keterangannya tidak berada dalam satu majlis, artinya saksi tersebut dimintai 

keterangannya melalui jarak jauh atau sering dikenal dengan istilah pengadilan 

jarak jauh. Sedangkan media yang digunakan dalam pemeriksaan pembuktian 

pada pengadilan jarak jauh tersebut adalah via media “Video Conference”. 

Dengan teknologi seseorang dapat bertatap muka dan berkomunikasi dengan 

lawan bicaranya selayaknya bertatap muka secara fisik. 

Sistem seperti inilah yang pernah digunakan oleh Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan dalam meminta keterangan mantan Presiden Habibie sebagai 

saksi atas terdakwa Akbar Tanjung dalam kasus penyimpangan dana non-

budgeter bulog. Pada saat itu Habibie tidak dapat dihadirkan di persidangan 

karena beliau saat itu berada di Hamburg Jerman dengan alasan tidak dapat 

                                                            
4 Pasal 184 ayat (1) 
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datang ke Indonesia karena menunggu istrinya yang sedang sakit di rumah 

sakit Jerman. Kesaksian via video conference tersebut dilaksanakan di Kantor 

Konsul Jendral Indonesia di Hamburg Jerman dan disiarkan secara live oleh 

salah satu stasiun televisi swasta Indonesia.  

Dalam proses di pengadilan, apa yang disampaikan oleh mantan Presiden 

Habibie dapat didengar oleh hakim dengan jelas. Bahkan gerak-gerik dari 

Habibie dapat dilihat olehnya secara jelas sekali tanpa adanya penghalang 

selayaknya Habibie berada di depannya. 

Di satu sisi pemeriksaan saksi pada pengadilan jarak jauh via video 

conference merupakan suatu terobosan yang positif untuk diterapkan untuk 

memudahkan dan mempecepat proses pengadilan. Namun di sisi yang lain 

tidak ada satupun dalam undang-undang maupun peraturan pengadilan yang 

mengatur tentang diperkenankannya video conference sebagai alat bantu untuk 

memeriksa seorang saksi. Hal inilah yang membuat timbulnya pro kontra 

tentang keabsahan penyelenggaraan video conference dan bagaimana kekuatan 

hukumnya. 

Dalam Pasal 160 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP)  menjelaskan bahwa ”Saksi di panggil ke dalam ruang sidang 

seseorang demi seseorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya 

oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, 

terdakwa atau penasihat hukum”.5

                                                            
5 Pasal 160 ayat (1) 

 Pasal ini menyiratkan bahwa dalam 

pemeriksaan saksi harus berhadapan dengan majlis hakim artinya harus berada 
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dalam satu ruang sidang. Namun tidak dijelaskan bahwa kehadiran saksi di 

muka pengadilan mengandung arti kehadiran fisik atau tidak. 

Dalam hukum positif belum ada peraturan yang mengatur secara khusus 

tentang hal itu, karena teknologi video conference adalah teknologi baru dan 

modern sehingga dalam penyusunan perundang-undangan tidak terfikirkan 

teknologi ini. 

Hal diatas adalah polemik yang dipandang dari hukum positif indonesia. 

Dalam  penelitian ini  penulis ingin mengkaji bagaimana dengan hukum Islam 

memandang persoalan tersebut.  

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalahnya, 

yaitu bagaimana hukum Islam memandang terhadap kekuatan alat bukti 

keterangan saksi yang disampaikan/dikemukakan via video conference. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam menanggapi persoalan itu. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian dengan alat bukti 

keterangan saksi via video conference dapat diakui kekuatan 

hukumnya. 
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2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis, diharapkan memberikan wacana pemikiran tentang 

kekuatan alat bukti keterangan saksi via video conference perspektif 

hukum Islam. 

b. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan sidang pembuktian berupa keterangan saksi via video 

conference pada persidangan jarak jauh. 

 

D. Telaah Pustaka 

Karya-karya hasil penelitian baik berupa buku, artikel, skripsi yang 

membahas tentang hukum alat bukti maupun pembuktian telah banyak 

dijumpai. Namun  yang membahas secara khusus tentang kekuatan alat bukti 

via video conference belum ditemukan. Akan tetapi ditemukan beberapa 

karya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan ini. Terhadap karya-

karya ini kedepannya akan dijadikan oleh penulis sebagai bagian dari 

referensi dan rujukan dalam menyusun penelitian ini. 

Contoh sebagian hasil karya tersebut adalah berupa buku seperti yang 

ditulis oleh Djoko Prakoso  dalam bukunya “Alat Bukti dan Kekuatan 

Pembuktian di dalam Proses Pidana”. Apa yang disampaikan oleh Djoko 

Prakoso lebih menjelaskan tentang masalah macam-macam alat bukti apa saja 

yang sah menurut KUHAP yang dapat diajukan di muka persidangan dalam 

perkara pidana serta bagaimana kekuatan alat- alat bukti tersebut dalam 

pembuktiannya. Buku ini menjelaskan bagaimana status alat bukti setelah 
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dilakukannya proses persidangan.6

Karya lain masih berupa buku yang berjudul “Hukum Pembuktian Dalam 

Acara Perdata” yang ditulis oleh Teguh Samudra. Tidak jauh beda dengan 

buku di atas, dalam buku ini penulis juga menjelaskan macam-macam alat 

bukti yang sah yang dapat diajukan di muka persidangan. Tetapi buku ini 

berbicara dalam ranah hukum perdata.

 Tetapi didalam buku ini tidak 

menyinggung sama sekali tentang aturan-aturan bagaimana alat bukti 

keterangan saksi yang diajukan melalui media video conference. 

7

Dalam karya lain ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui 

“Netmeeting Teleconference”. Karya ini berupa skripsi yang ditulis oleh 

Mizanul Jihad. Sesuai dengan judulnya pembahasan dalam skripsi ini secara 

keseluruhan membahas tentang hukum prosesi pernikahan yang dilakukan 

melalui teleconference baik meliputi rukun, syarat dan hukum 

pelaksanaannya itu sendiri sah atau tidak

 Buku ini juga tidak menyinggung 

sama sekali tentang aturan-aturan bagaimana alat bukti keterangan saksi yang 

diajukan melalui media video conference. 

8

Dalam hal alat bukti karya ini tidak ada relevansinya sama sekali dengan 

permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Tetapi dalam hal pengetahuan 

seputar teleconference akan dijadikan sebagai bagian dari rujukan. 

. 

                                                            
6Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, cet. ke-1 

(Yogyakarta: Liberty, 1988). 
 
7Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, cet. ke-1 

(Bandung:Penerbit Alumni, 1992). 
 
8Mizanul Jihad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Netmeeting 

Teleconference, Skripsi Fakultas Syari’ah tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 
2005). 
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E. Kerangka Teoretik 

Dasar dari pembuktian adalah kesaksian. Allah menetapkan dengan amat 

jelas melalui firman-Nya: 

وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 

8Fترضون

̂ 

Oleh karena itu memberikan kesaksian dan mendatangkan kesaksian 

hukumnya adalah fardu kifayah. Sebab tuntutan untuk memberi dan 

mendatangkan kesaksian bersifat pasti.9F

10 Sedangkan menurut Sayyid Sabiq 

Kesaksian itu hukumnya adalah fardu ‘ain bagi orang yang memikulnya bila 

dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan 

wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak 

dipanggil untuk itu10F

11. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman:  

11F ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واالله بما تعملون عليم

˺˻ 

Karena sangat pentingnya keterangan saksi, melalui dengan dasar ini, 

hakim tidak boleh tergesa-gesa memutuskan suatu perkara sebelum 

didatangkannya para saksi. 

                                                            
9 Al-Baqarah(2): 282. 
 
10 A.A Humam Abdurrahman, Peradilan Islam, cet. ke-1 (Ciputat: Wadi Press, 2004), 

hlm. 74. 
 
11 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,  cet. ke-6 (Bandung: Al Ma’arif, 1996), hlm. 56. 
 

 12 Al-Baqarah(2): 283.  
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Dalam pelaksanaanya di pengadilan, kesaksian adalah menyampaikan perkara 

yang sebenarnya untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan 

lafadz-lafadz kesaksian dihadapan sidang pengadilan.13

Ahmad Fatkhi Bahansy menjelaskan dalam bukunya Nażriyat al-Iṡbāt fl 

al-Fiqh al-Jināi al-Islāmi bahwa kesaksian tidak jadi hujjah yang mesti, 

kecuali dengan keputusan hakim, oleh karena itu harus di depan sidang 

pengadilan. Kalau bersaksi di depan bukan hakim atau di depan hakim, tetapi 

bukan dalam sidang pengadilan maka tidak dianggap kesaksiannya itu.

 

14

Seperti yang dikutip oleh H. Moch. Anwar dari kitab Gayāt at-Talkhis al-

Murād hal. 306 karangan Ibnu Ziyad yaitu disyaratkan pihak lawan (tergugat) 

bagi suatu pengaduan dan mengangkat saksi/mengungkapkan pembuktian di 

depan hakim.

 

15

Dengan melihat permasalahan itu, maka dalam pembahasan skripsi ini 

landasan teoretik yang dipandang dan dianggap sesuai untuk memecahkan 

permasalahan in adalah menggunakan beberapa kaidah fikih yang berbunyi: 

                                                            
13 A.A Humam Abdurrahman, Peradilan Islam, cet. ke-1 (Ciputat: Wadi Press, 2004), 

hlm. 77. 
 
14 Ahmad Fathi, Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam, Alih bahasa Usman 

Hasyim, cet ke-1  (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. 12. 
 
15 H. Moch. Anwar, Dasar-Dasar  Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di 

Pengadilan Agama, cet. ke-1 (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hlm.143. 
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15Fالتيسير تجلب المشقة

˺˿
 

Juga dalam perkembangannya menggunakan kaidah yang berbunyi:  

16Fلاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

˺ ̀ 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dan 

maksud  penelitian ini ditulis untuk memecahkan permasalahan ini. 

Diharapkan dengan metode yang tepat maka jawaban dari permasalahan itu 

akan dapat terpecahkan. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah tergolong penelitian kepustakaan (library 

research) Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menela’ah atau 

mengkaji melalui buku-buku sebagai sumbernya. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitif, yaitu menggambarkan dan 

menganalisis secara cermat tentang kekuatan alat bukti keterangan saksi 

via video conference. 

 

 

                                                            
16 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, 

cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 327. 
 
17 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqih, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang: 1976), 

hlm. 107. 
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3. Pendekatan 

 

Dari pendapat-pendapat ulama’ di atas belum ada penjelasan yang jelas 

tentang syarat satu majlis antara majlis hakim dengan saksi, apakah satu 

majlis tersebut berarti harus satu majlis secara fisik atau boleh satu majlis 

tersebut dalam pengertian nonfisik. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu 

pendekatan masalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum islam. 

4. Pengumpulan Data 

Berdasarkan objek penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang 

berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dimaksud yang 

bersumber dari: 

a. Sumber primer, diambil dari Al Qur’an dan Hadis, pendapat para 

ulama’, Kitab-Kitab Hukum Islam yang ada kaitannya dengan judul 

penelitian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR). 

b. Sumber sekunder, diambil dari majalah, Koran, internet dan media 

lain ada kaitannya dengan judul penelitian. 

5. Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan 

metode induktif, yaitu pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta 

khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik generalisasi yang 

sifatnya umum.18

                                                            
 18 Sutrisno Hadi, Metodologi research I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 66.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini meliputi Lima bab yang masing-masing bagiannya 

menguraikan dan membahas persoalan yang sesuai dengan judul yang ada. 

Bab satu dengan bab yang lainnya dirangkaikan secara proporsional, sehingga 

menghasilkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

Pembahasan dalam bab ini meliputi:  

Pertama: latar belakang masalah, dipaparkan untuk memperjelas faktor-faktor 

yang menjadi atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta 

memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang 

layak dan menarik untuk diteliti.  

Kedua; pokok masalah, menjelaskan dan menentukan masalah utama dari 

penelitian ini.  

Ketiga; tujuan dan kegunaan penelitian agar penelitian memiliki alur dan arah 

yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak 

yang berkepentingan dan dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan 

masyarakat. 

Keempat; telaah pustaka untuk menerangkan bahwa penelitian ini memang 

menarik dan belum pernah diteliti sebelumnya.  

Kelima; kerangka teoretik menggambarkan tentang bagaimana cara pandang 

dan alat analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa 

data. 
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Keenam; metodologi penelitian merupakan penjelasan metodologis dari 

teknis dan langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data dan analisa 

data. 

Ketujuh; sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam 

mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan 

masalah. 

Bab II. Gambaran umum alat bukti keterangan saksi.  

Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama 

memaparkan gambaran umum keterangan saksi perspektif Hukum Islam, dan 

pada sub bab yang kedua gambaran umum keterangan saksi perspektif 

Hukum Positif Indonesia.  

Pada kedua sub bab diatas, keduanya sama-sama menjelaskan tentang: 

Pertama; pengertian alat bukti keterangan saksi yang dalam sub bab ini 

menjelaskan arti keterangan saksi sebagai alat bukti. 

Kedua; dasar hukum keterangan saksi untuk mengetahui apa dasar hakim 

menjadikan keterangan saksi sebagai salsh satu alat bukti yang sah.  

Ketiga; hukum memberikan kesaksian, untuk mengetahui bagaimana hukum 

memberikan kesaksian bagi seseorang yang mengetahui suatu perkara/kasus.  

Keempat; syarat-syarat kesaksian sebagai alat bukti untuk mengetahui apa 

saja syarat yang harus dipenuhi supaya seseorang bisa menjadi saksi.  

Bab III. Gambaran umum tentang video conference.  

Pemaparan dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub bab, yaitu: 
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Pertama; memaparkan tentang jaringan komputer, karena dasar dari teknologi 

video conference adalah adanya mekanisme jaringan komputer. Pada sub bab 

ini menjelaskan pengertian jaringan komputer, tujuan dan manfaatnya, 

pembagian jaringan komputer berdasarkan letak geografisnya, dan komponen 

apa saja yang dibutuhkan dalam suatu jaringan komputer. 

Kedua; memaparkan tentang gambaran video conference. Pada sub bab ini 

menjelaskan tentang pengertian video conference, manfaat dan kegunaannya, 

pilar-pilar apa saja yang diperlukan dalam penggunaan media ini serta 

bagaimana sistem kerjanya, menjelaskan macam-macam jenis video 

conference, dan apa saja kelebihan dan kekurangan video conference. 

Ketiga, keterangan saksi via video conference, menjelaskan bagaimana proses 

kerja pengadilan ketika memeriksa atau meminta keterangan dari seorang 

saksi dengan menggunakan video conference. Juga menjelaskan jenis video 

conference apa yang digunakan oleh pengadilan.  

Bab IV. Analisis hukum Islam terhadap kekuatan alat bukti keterangan saksi 

via video conference.  

Pembahasan dalam bab ini meliputi: 

Pertama; kedudukan keterangan sksi dalam hukum Islam, memaparkan 

bagaimana kedudukan alat bukti keterangan saksi terhadap alat bukti yang 

lain dalam hal kekuatan pembuktiannya.   

Kedua; cara memberikan keterangan saksi dalam hukum Islam, menjelaskan 

cara-cara apa saja yang dapat digunakan oleh saksi dalam memberikan 

keterangan kesaksiannya. 
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Ketiga; keterangan saksi via video conference dalam pandangan hukum 

Islam, memaparkan bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti keterangan 

saksi via video conference dalam pandangan hukum Islam berdasarkan 

kaidah-kaidah fikih yang sumbernya berlandaskan al-Qur’an dan Hadis. 

Bab V. Penutup.  

Pemaparan dalam bab ini meliputi: 

Pertama; kesimpulan yang menjelaskan/menyimpulkan secara umum dari 

hasil penelitian yang telah dicapai.  

Kedua; saran-saran yang berisi tentang permohonan kritik dan saran yang 

membangun demi berkembangnya studi kedepannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Pembuktian terhadap suatu perkara hukum baik pidana maupun perdata 

sangat diperlukan oleh hakim untuk memutuskannya dan untuk mengungakap 

sebuah kebanaran dan keadilan. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang 

sangat utama dalam pembuktian. 

 Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Saat ini belum ada peraturan/perundang-undangan yang mengatur 

secara khusus tentang keterangan saksi yang 

disampaikan/dikemukakan melalui video conference. Meskipun begitu 

Hukum Islam tidak melarang suatu cara alternatif atau terobosan yang 

lebih mudah dan efektif untuk diterapkan ketika adanya keterbatasan 

ataupun keterpaksaan tanpa melanggar hukum yang telah ada. 

2. Dengan semakin berkembangnya teknologi akibat perkembangan 

zaman, sangat dimungkinkan sekali keterangan saksi melalui video 

conference diatur secara khusus dalam perundang-undangan, sehingga 

hukum harus mengikuti kemaslahatan setiap zaman. 

 Dengan demikian jelas dapat dipahami bahwa keterangan saksi yang 

disampaikan/dikemukakan melalui video conference adalah sah dan memiliki 
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kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi yang 

disampaikan/dikemukakan secara fisik di depan majlis hakim.    

 

B. Saran 

 Sesuai dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini, diharapkan 

skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak: 

1. Secara teoritis, diharapkan memberikan wacana pemikiran tentang 

kekuatan alat bukti keterangan saksi via video conference perspektif 

hukum islam. 

2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan sidang pembuktian berupa keterangan saksi via video 

conference pada persidangan jarak jauh. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentu terdapat 

banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu demi kemanfaatan dan 

berkembangnya ilmu, sangat penulis harapkan saran dan kritiknya yang 

membangun dari semua pihak.   
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